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I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat
Indonesia di bidangkesehatan, dilakukan transformasi dari PT Askes
(Persero) menjadi BPJS Kesehatan.Sebagai satu-satunya Badan Publik
yang mengelola dana masyarakat dan Pemerintahuntuk memberikan
jaminan sosial di bidang kesehatan dituntut pengelolaan organisasi
yangprofesional dan akuntabel.

BPJS Kesehatan menyadari arti pentingnya implementasi Good
Governance dalammeningkatkan profesionalisme pengelolaan dana
jaminan dan layanan kesehatan sekaligusmenjaga pertumbuhan serta
menjamin kesinambungan penyediaan jaminan kesehatankepada seluruh
rakyat Indonesia. Oleh karena itu BPJS Kesehatan berkomitmen
untukmenerapkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) secara
konsisten, termasukdiantaranya adalah dengan menyusun Kode Etik
BPJS Kesehatan.

Kode Etik BPJS Kesehatan membingkai hubungan setiap Duta BPJS
Kesehatan dengansesama rekan kerja, peserta, mitra kerja
organisasi, pemerintah dan masyarakat umumdalam interaksi yang
berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan penghargaan
terhadapmartabat kemanusiaan. Kode Etik ini bersifat dinamis, yang
dapat senantiasa diperbaharuisesuai dengan perkembangan kebutuhan
dan lingkungan organisasi.

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan, mulai
dari Dewan Pengawas,Dewan Direksi, Pejabat Struktural dan
Fungsional serta seluruh pegawai serta pihak lainyang bertindak
atas nama BPJS Kesehatan, Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja
yangtindakannya dapat mempengaruhi citra BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan berkomitmen dan mendorong implementasi Kode Etik
dan mewajibkansetiap Pimpinan untuk bertanggungjawab menciptakan
lingkungan yang kondusif danmemastikan bahwa Kode Etik dipatuhi dan
dijalankan dengan baik dalam unit kerjanya.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, setiap Duta BPJS Kesehatan
menandatanganipenyataan komitmen untuk melaksanakan Kode Etik
secara berkala setiap 1 (satu) tahun.Internalisasi nilai-nilai
organisasi dan upaya peningkatan pemahaman terhadap Kode
Etikdilakukan melalui serangkaian strategi dan program sosialisasi,
promosi, pendidikan danpelatihan serta workshop dan diskusi
mengenai Kode Etik dan segala aspekpermasalahannya.

BPJS Kesehatan menyadari bahwa Kode Etik bersifat dinamis yang
harus selalu

disesuaikan dengan dinamika perkembangan bidang hukum,
kompleksitas operasional,norma sosial, tuntutan masyarakat dan
perubahan regulasi. Untuk itu sangat diharapkanperan dari semua
pihak untuk memberikan masukan guna pengembangan Kode Etik
BPJSKesehatan agar sejalan dengan nilai-nilai organisasi.
Keberhasilan penerapan Kode Etik iniakan sangat tergantung pada
semangat, komunikasi dan komitmen semua pihak
untukmengimplementasikannya dalam aktivitas operasional
sehari-hari.
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2. VISI, MISI DAN TATA NILAI ORGANISASI

2.1. Visi

Visi BPJS Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana
Strategis BPJSKesehatan adalah :

C a k u p a n S e m e s t a 2 0 1 9

Dengan penjelasan :

paling lambat tanggal 01 Januari 2019, seluruh penduduk
Indonesia memiliki JaminanKesehatan Nasional untuk memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan danperlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakanoleh BPJS
Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

Secara spesifik tujuan BPJS Kesehatan sebagaimana tersebut dalam
Visi adalahmewujudkan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) bagi 121,6 juta jiwa penduduk Indonesia di
wilayah Indonesia mulai 1Januari 2014, dan secara bertahap mampu
mencakup seluruh penduduk Indonesia yangberjumlah sekitar 257 juta
jiwa

2.2. Misi

1) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan
mendorong partisipasimasyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).

2) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan
kesehatan yang efektif,efisien, dan bermutu kepada peserta melalui
kemitraan yang optimal dengan fasilitas

kesehatan.

3) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan
dana BPJS Kesehatansecara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel untuk mendukung kesinambunganprogram.

4) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan
prinsip-prinsip tata kelolaorganisasi yang baik dan meningkatkan
kompetensi pegawai untuk mencapai kinerjaunggul.

5) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan
evaluasi, kajian,manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh
operasionalisasi BPJS Kesehatan.

6) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan
komunikasi untukmendukung keseluruhan operasionalisasi BPJS
Kesehatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi BPJS Kesehatan, maka sasaran
strategi utama yangditetapkan adalah :

1) Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju
Jaminan KesehatanNasional tahun 2019.

2) Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan
berkesinambungan.

3) Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul
dan terpercaya
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2.3. Tata Nilai Organisasi

BPJS Kesehatan menetapkan dan mengembangkan nilai-nilai
organisasi yang diharuskanmenjadi Tata Nilai bagi seluruh Duta BPJS
Kesehatan, yaitu cerminan sikap seluruh DutaBPJS Kesehatan dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di organisasi.

Tata nilai yang harus dijadikan Tata Nilai Kerja oleh Duta BPJS
Kesehatan terdiri dari :

1) Integritas (Integri ty)Integritas merupakan prinsip dalam
menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabmelalui keselarasan
berpikir, berkata dan berperilaku sesuai dengan
keadaansebenarnya.

2) Profesional (Professional)Profesional merupakan karakter
dalam melaksanakan tugas dengan kesungguhan,sesuai kompetensi dan
tanggung jawab yang diberikan.

3) Pelayanan Prima (Service Excel lent)

Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan
terbaik dengan ikhlaskepada seluruh peserta.

4) Efisiensi Operasional (Operat ional Eff ic iency)Efisiensi
Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal
melaluiperencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional
sesuai dengankebutuhan

3. TUJUAN

Kode Etik menjabarkan komitmen etika BPJS Kesehatan dalam
menjalankan kegiatanoperasional dan pedoman bagi para Duta BPJS
untuk membentuk, mengatur danmengarahkan pada keselarasan tingkah
laku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai danbudaya BPJS
Kesehatan dalam mencapai visi dan misinya. Secara khusus Kode Etik
ini :

1) Merupakan pedoman sikap dan perilaku bagi para Duta BPJS
Kesehatan dalamberinteraksi dengan semua pihak serta menjadi acuan
dalam pengambilan keputusan.

2) Menjadi sarana untuk mewujudkan dan memelihara lingkungan
kerja yang harmonis dankondusif bagi pelaksanaan kegiatan secara
profesional.

Kode Etik ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut
:

1) Memberikan pedoman bagi para Duta BPJS Kesehatan tentang
perilaku yangdiharapkan organisasi yang pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja dan produktivitas.

2) Panduan bagi BPJS Kesehatan untuk mendorong kegiatan
operasional yang lebihefisien dan profesional dalam membangun
reputasi yang baik untuk menjagakelangsungan usaha jangka
panjang.

3) Memberikan kejelasan bagi Mitra dalam menciptakan hubungan
kerja yang harmonisdan saling menguntungkan.

4) Menambah keyakinan Pemerintah, Masyarakat dan para Pemangku
Kepentinganlainnya bahwa operasional layanan kesehatan dan dana
jaminan dikelola secara

prudent, efisien, akuntabel dan transparan sehingga meningkatkan
kepercayaan padaorganisasi dan sistem jaminan sosial nasional
bidang kesehatan.
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4. RUANG LINGKUP

Kode Etik BPJS Kesehatan merupakan aturan tertulis tentang
perilaku yang disusun secarasistematis berdasarkan prinsip moral
dan tata nilai organisasi yang wajib ditaati olehorganisasi dan
segenap jajaran dalam menjalankan kewenangan dan tanggung
jawabnyasecara pribadi maupun secara organisasi. Kode Etik BPJS
Kesehatan harus ditaati oleh :

1) Duta BPJS Kesehatan pada semua tingkat jabatan, termasuk
pihak lain yang bertindakatas nama BPJS Kesehatan.

2) Fasilitas Kesehatan yang tindakannya terkait langsung dengan
layanan BPJS Kesehatandan dapat mempengaruhi citra organisasi.

3) Mitra Kerja seperti konsultan, pemasok penyedia barang/jasa,
rekanan dan lainnya.

5. DEFINISI

Aset Organisasi adalah segala sesuatu yang dimiliki organisasi
yang memberi nilaitambah bagi organisasi termasuk produk
organisasi, produk kerja karyawan, informasihak milik organisasi,
dan merek dagang organisasi.

Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik
antara kepentinganekonomis organisasi dan kepentingan ekonomis
pribadi Duta BPJS Kesehatan.

Duta BPJS Kesehatan adalah Dewan Pengawas, Dewan Direksi,
Pejabat Struktural danFungsional serta seluruh Pegawai, baik itu
Pegawai Tetap maupun Pegawai TidakTetap.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang,

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan,perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
saranaelektronik atau tanpa sarana elektronik

Informasi Non Publik adalah setiap informasi yang belum
diungkapkan organisasi atautidak secara umum tersedia untuk publik,
yang dapat mencakup informasi yang berkaitandengan pegawai, karya
temuan, kontrak, rencana strategis dan rencana usaha,perubahan
besar dalam pimpinan, peluncuran produk baru, merger dan
akuisisi,spesifikasi teknis, penentuan harga, proposal, data
keuangan, dan biaya produk.

Hubungan keluarga adalah hubungan keluarga karena pertalian
darah atau perkawinan.

Komite Etika adalah organ pendukung Direksi yang bertugas
mengawasi kepatuhanDuta BPJS Kesehatan terhadap Kode Etik.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidakmelakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam
segala hal yang berakibat akanmencoreng nama baik pribadi maupun
nama organisasi.

Pegawai adalah tenaga kerja yang bekerja di BPJS Kesehatan
sebagaimana yangtercantum pada Peraturan Organisasi.

Pejabat adalah pegawai tetap yang ditetapkan oleh Direksi untuk
memangku suatu

jabatan baik struktural ataupun fungsional.
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Peserta adalah setiap bisnis atau entitas yang kepadanya BPJS
Kesehatan menjualproduknya.

Pemasok adalah setiap penjual produk atau jasa ke organisasi,
termasuk konsultan,kontraktor, agen dan faskes. Definisi ini juga
mencakup setiap pemasok yang olehorganisasi secara aktif
dipertimbangkan untuk digunakan, meskipun pada akhirnya tidakjadi
berbisnis.

Fasilitas Kesehatan (faskes) adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang digunakan untukmenyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif,kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atauMasyarakat.

Suap adalah aktivitas memberikan/menawarkan/menerima apa pun
yang berhargakepada/dari pihak lain (penyelenggara negara, mitra
kerja, dan pihak-pihak lain yangberhubungan dengan organisasi),
dimana pemberian tersebut diketahui atau patutdiduga digunakan
untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebutmelakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
dengan

kewajibannya.

Whistle Blowingadalah pengungkapan oleh Pelapor (whistle blower)
atas perilaku Duta

BPJS Kesehatan yang melanggar hukum, atau pengungkapan perbuatan
yang melawanhukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau
perbuatan lain yang dapat merugikanorganisasi maupun pemangku
kepentingan.

Pelapor adalah Duta BPJS Kesehatan atau pihak lain dari luar
organisasi (peserta,pemasok, masyarakat) yang melakukan pelaporan
pelanggaran.
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I. KOMITMEN & PEDOMAN ETIKA

1. KOMITMEN BPJS KESEHATAN

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, BPJS Kesehatan
berkomitmen untuk menerapkankebijakan yang menjunjung tinggi nilai
etika usaha dalam setiap interaksi denganPemerintah, Peserta,
Pegawai dan para Pemangku Kepentingan lainnya. Kebijakan
etikaberikut menjelaskan bagaimana BPJS Kesehatan sebgai suatu
entitas dalam bersikap, danbertindak dalam upaya menyeimbangkan
kepentingan pengelolaan layanan secara optimaldengan kepentingan
semua pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip
GoodGovernace dan nilai-nilai organisasi yang sehat dengan tetap
menjaga tingkat kesehatankeuangan dan keberlangsungan
(sustainability) layanan kesehatan yang optimal.

1.1. Komitmen BPJS Kesehatan kepada Peserta

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan
jaminan layanankesehatan bagi para peserta, BPJS Kesehatan
berkomitmen untuk:

1) Memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan
berkualitas.

2) Memberikan informasi yang jelas mengenai hak, kewajiban dan
prosedurpelayanan yang harus ditempuh oleh peserta.

3) Memberikan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan
di fasilitaskesehatan.

4) Memberikan pelayanan administrasi yang mudah dan cepat.

5) Menyelesaikan keluhan peserta dengan menerapkan
prinsip-prinsip pelayanan prima.

1.2. Komitmen BPJS Kesehatan kepada Pemerintah

Dalam upaya menjaga kepercayaan Pemerintah atas pengelolaan dana
jaminan kesehatan,BPJS Kesehatan berkomitmen untuk:

1) Mengelola dana jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang
dipercayakankepada BPJS Kesehatan dengan akuntabel, efisien,
transparan.

2) Membina hubungan, komunikasi dan interaksi yang baik dengan
Pemerintah dengansenantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku
terutama program Pemerintahdalam pemberantasan korupsi serta
mempertimbangkan Kode Etik yang berlaku bagiAparatur Sipil
Nasional.

3) Mempersiapkan tata laksana jaminan kesehatan untuk seluruh
peserta di Indonesiasesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004
pasal 4, 19 - 28 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 10, 11
dan 13.

4) Menerapkan strategi dan upaya menajemen terbaik untuk
senantiasa menjaga tingkatkesehatan keuangan BPJS Kesehatan.
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1.3. Komitmen BPJS Kesehatan kepada Mitra Kerja

Hubungan dengan mitra kerja dilaksanakan atas dasar prinsip dan
praktik yang sah, fairdanefisien dalam rangka peningkatan kualitas
jaminan layanan kesehatan yang prima. Untuk ituBPJS Kesehatan
berkomitmen untuk:

1) Memberikan kesempatan yang sama kepada fasilitas kesehatan
yang telah terakreditasiuntuk menjadi mitra kerja BPJS
Kesehatan

2) Memberikan informasi yang jelas terkait benefit dan
pembiayaan BPJS Kesehatansesuai undang-undang dan peraturan yang
telah ditetapkan

3) Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan
ketentuan kerja sama denganBPJS Kesehatan

4) Menunjuk mitra kerja yang memenuhi kualifikasi dan dapat
memenuhi jaminan layanankesehatan bagi peserta melalui mekanisme
proses yang akuntabel.

5) Membuat perjanjian dan melaksanakan hubungan kerja yang
jujur, adil, fair, salingmenguntungkan dan sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku.

1.4. Komitmen BPJS Kesehatan kepada Masyarakat

BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberhasilan jaminan sosial
nasional di bidangkesehatan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari
seluruh elemen masyarakat. Oleh karenaitu BPJS Kesehatan
berkomitmen:

1) Mendukung terselenggaranya program Pemerintah untuk
meningkatkan derajatkesejahteraan masyarakat.

2) Menghormati norma dan kearifan lokal yang berlaku dan tidak
melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi
masyarakat berdasarkan suku, agama,ras, dan antar golongan

3) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan elemen masyarakat
dalam rangkameningkatkan efektifitas pelaksanaan visi dan misi BPJS
Kesehatan.

1.5. Komitmen BPJS Kesehatan kepada Pegawai

BPJS Kesehatan sangat menyadari bahwa pegawai merupakan aset
terpenting dalampencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, BPJS
Kesehatan memberikan kesempatan yangsama terhadap semua pegawai
untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya mencapai visidan misi
BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk:

1) Menerapkan sistem rekrutmen, promosi, pengembangan karir
dengan pengelolaanberbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan
organisasi.

2) Memberi kesempatan yang sama kepada semua pegawai tanpa
diskriminasi untukmengembangkan potensi yang dimiliki.

3) Memelihara kesejahteraan pegawai melalui penerapan sistem
kompensasi dan benefityang proporsional dan mendorong peningkatan
kinerja.
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4) Menyediakan fasilitas dan sarana kerja yang menjamin
keselamatan, kesehatan kerjadan kelestarian lingkungan hidup
sehingga memungkinkan pegawai untuk berkontribusisecara
optimal.

5) Memberikan kebebasan kepada pegawai untuk berkontribusi
menyampaikan pendapatdan aspirasi dengan tata cara yang beretika
dan tidak bertentangan dengan peraturan.

6) Mempertimbangkan faktor kepatuhan terhadap pedoman etika
dalam pelaksanaanevaluasi, penilaian kinerja, pengembangan dan
pemberian penghargaan kepada paraDuta BPJS Kesehatan.

1.6. Pernyataan Komitmen

1) Setiap Duta BPJS Kesehatan wajib membaca dan memahami seluruh
isi Kode Etik ini.

2) Setiap Duta BPJS Kesehatan wajib menandatangani pernyataan
komitmen pribadi

setelah membaca Kode Etik ini.

3) Grup Manajemen SDM mengadministrasikan dan memantau kepatuhan
semua DutaBPJS Kesehatan untuk menandatangani pernyataan komitmen
pribadi.

2. PEDOMAN PERILAKU

Setiap sikap, perkataan dan perilaku Duta BPJS Kesehatan
mencerminkan prinsip, nilai danetika organisasi, oleh karena itu
setiap Duta BPJS Kesehatan bertanggung jawab untukmenunjukkan sikap
dan perilaku sesuai dengan Kode Etik dalam berinteraksi dengan
pihaklain. Hal tersebut tercermin dari sepuluh perilaku utama Duta
BPJS Kesehatan.

2.1. Perilaku Utama Duta BPJS Kesehatan

1) Mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan
individu/kelompok.

2) Selaras antara pikiran, ucapan dan tindakan.

3) Berani mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan.

4) Meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan.

5) Mengutamakan kualitas proses dan hasil kerja.

6) Berpikir positif dan mau menyesuaikan diri terhadap
perubahan.

7) Bersikap proaktif terhadap kebutuhan peserta.

8) Berempati dan sabar dalam melayani peserta.

9) Merencanakan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan.

10) Hemat dan rasional dalam penggunaan anggaran.
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2.2. Kepatuhan terhadap Hukum

Standar etika yang dari Duta BPJS Kesehatan dalam melaksanakan
kewajiban untuk taatdan patuh terhadap hukum adalah sebagai
berikut:

1) Selalu mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan serta
norma-norma yang

berlaku pada masyarakat dimana organisasi beroperasi dalam
setiap tindakan danpengambilan keputusan.

2) menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat
menimbulkan pelanggaranterhadap hukum dan norma kesusilaan.

3) Tidak terlibat dalam dalam penyalahgunaan, penjualan,
produksi, penyebaran,pemilikan, penggunaan zat-zat yang diawasi
atau berada di bawah pengaruh narkotika,obat-obatan terlarang dan
minuman keras di tempat kerja atau saat menjalankanpekerjaan
terkait tugas.

4) Mentaati kewajiban perpajakan dan pelaporan harta kekayaan
sesuai ketentuan yang

berlaku.

5) Mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah
untuk mufakat danmenghormati proses hukum dan segala
putusannya.

6) Tunduk dan taat kepada peraturan organisasi yang memuat hak
dan kewajibanpegawai serta hak dan kewajiban organisasi

7) Bekerja sesuai dengan pedoman, kebijakan ataupun petunjuk
teknis yang telahditetapkan oleh organisasi sesuai dengan bidang
tugasnya.

8) Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban serta keadilan dalam
mengelola organisasi.

9) Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan organisasi
berdasarkan PedomanTata Kelola yang Baik dan Kode Etik yang berlaku
di organisasi.

10) Tidak melakukan tindakan menghasut/membujuk/mengajak pegawai
atau pihak lainuntuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
merugikan organisasi ataubertentangan dengan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Benturan Kepentingan

Situasi benturan kepentingan merupakan awal dari tindakan dan
perilaku tidak etis yangmengarah pada keputusan dan tindakan Duta
BPJS Kesehatan yang tidak dimaksudkanuntuk kepentingan terbaik
organisasi. Duta BPJS Kesehatan wajib menghindarkan diri
darisituasi benturan kepentingan dan segera melaporkan setiap
situasi benturan kepentinganyang diketahui. Pedoman perilaku Duta
BPJS Kesehatan terhadap benturan kepentinganadalah :

1) Melaporkan segera setelah mengetahui dirinya berada dalam
benturan kepentinganatau menghadapi situasi yang berpotensi
benturan kepentingan, kepada atasanlangsung dan atau Komite
Etika.

2) Menyampaikan laporan berdasarkan data dan fakta yang dapat
dipertanggungjawabkan

kepada Komite Etika tentang situasi benturan kepentingan yang
diduga melibatkan DutaBPJS Kesehatan lainnya.


	
5/19/2018 KODE ETIK BPJS KESEHATAN.pdf

11/51

Kode Etik BPJS Kesehatan

3) Menggunakan saluran pelaporan etika sebagai saluran untuk
menyampaikan kondisi danpengaduan tentang situasi benturan
kepentingan dan tidak menyebarkan fitnah yangdapat mengganggu
keharmonisan hubungan kerja.

4) Proaktif untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan
permasalahan dan keraguantentang situasi benturan kepentingan
dengan atasan dan atau Komite Etika.

Beberapa hal berikut penting untuk diketahui oleh Duta BPJS
Kesehatan terkait benturankepentingan.

Sumber benturan kepentingan:

1) Adanya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Duta BPJS
Kesehatan.

2) Adanya hubungan afiliasi baik berupa hubungan keluarga atau
hubungan pertemananyang dapat mempengaruhi tindakan pengambilan
keputusan.

3) Penerimaan gratifikasi oleh Duta BPJS Kesehatan yang patut
diduga terkait denganjabatan dan atau dapat mempengaruhi
independensi dan obyektifitas dalampelaksanaan tugas.

4) Aktivitas dan rangkap jabatan Duta BPJS Kesehatan di luar
kedinasan yang secaralangsung atau tidak langsung dapat mendorong
pemanfaatan kewenangan dalamjabatan di BPJS Kesehatan.

5) Kelemahan sistem pengendalian internal yang bersumber dari
struktur, proses bisnis danatau budaya organisasi.

6) Adanya keinginan untuk memenuhi keperluan/kepentingan pribadi
(vested interest) dariDuta BPJS Kesehatan dengan memanfaatkan
kewenangan yang dimiliki.

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain :

1) Situasi yang menyebabkan Duta BPJS Kesehatan menerima
gratifikasi atas suatukeputusan dalam jabatan.

2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset atau jabatan untuk
kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain yang tidak
terkait.

3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau
organisasi dipergunakan

untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak
terkait.

4) Situasi pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pelaksanaan
aktivitas atau jabatan laindi luar BPJS Kesehatan.

5) Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi antara Duta BPJS
Kesehatan dengan pihaklainnya yang memiliki kepentingan atas
keputusan dan/atau tindakan Duta BPJSKesehatan dalam
jabatannya.

6) Situasi yang memberikan perlakuan khusus kepada Duta BPJS
Kesehatan atau pihaktertentu untuk tidak mengikuti proses dan
prosedur yang berlaku.

7) Situasi yang mengakibatkan proses pengawasan tidak
berlangsung secara obyektif dantidak sesuai prosedur karena adanya
pengaruh dari pihak yang diawasi.
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8) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi oleh Duta BPJS Kesehatan
atas suatu obyek yangmerupakan hasil dari kegiatan atau keputusan
dari penilai.

9) Situasi dimana Duta BPJS Kesehatan menetapkan kebijakan atau
keputusan yangmenyangkut kepentingan keuangan atau ekonomi diri
sendiri.

2.4. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi

Penerimaan Gratifikasi

Pada prinsipnya Duta BPJS Kesehatan dilarang menerima
gratifikasi dari pihak manapunyang patut diduga bahwa pemberian
tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi ataumenggerakkan Duta BPJS
Kesehatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan atau dapat
mempengaruhiindependensi dan obyektifitas dalam pengambilan
keputusan saat ini dan di masa datang.

Penerimaan gratifikasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis,
yaitu:

1) Penerimaan gratifikasi yang dapat dianggap suap, yaitu
penerimaan gratifikasi oleh DutaBPJS Kesehatan baik secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama yang terkait denganjabatan
dan/atau pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung
dapatmenimbulkan benturan kepentingan serta dapat mendorong
terjadinya tindak pidanakorupsi.

2) Penerimaan gratifikasi dalam rangka kedinasan, yaitu
penerimaan gratifikasi oleh DutaBPJS Kesehatan baik secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama pada saatkegiatan/penugasan resmi
dari BPJS Kesehatan. Misalnya penerimaan honorarium,plakat, seminar
kit, souvenir, doorprize yang diterima pada saat menjadi
narasumber,

menghadiri seminar atau penugasan lainnya.3) Penerimaan yang
tidak termasuk gratifikasi, yaitu penerimaan oleh Duta BPJS

Kesehatan yang diperoleh berdasarkan kontrak atau prestasi
tertentu yang sah, denganketentuan bahwa penerimaan tersebut:

tidak termasuk dalam katagori penerimaan gratifikasi yang
dianggap suap

tidak terkait dengan kegiatan/penugasan kedinasan

tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok
tertentu.

Contoh penerimaan ini adalah penerimaan barang, fasilitas
akomodasi atau hadiah lain

dari keluarga/teman/atau pihak lain yang tidak berhubungan
kedinasan baik secaralangsung maupun tidak langsung pada saat ulang
tahun, pernikahan, musibah dan acarapribadi lain sesuai dengan
nilai wajar yang ditetapkan pimpinan.

Panduan perilaku terhadap situasi penerimaan gratifikasi adalah
:

1) Terhadap penerimaan gratifikasi yang dapat dianggap suap,
Duta BPJS Kesehatan wajibmenolak dalam kesempatan pertama dan
segera melaporkan kepada Komite Etika.

2) Penerimaan gratifikasi dalam rangka kedinasan segera
dilaporkan kepada Komite Etika.

3) Terhadap penerimaan yang tidak termasuk gratifikasi tidak
perlu dilaporkan kepadaKomite Etika.
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Duta BPJS Kesehatan harus mewaspadai upaya pemberian gratifikasi
yang dapat dianggapsuap, yang disampaikan melalui anggota keluarga
atau kerabat.

Dalam hal Duta BPJS Kesehatan dihadapkan pada keadaan yang tidak
memungkinkanuntuk menolak gratifikasi, maka Duta BPJS Kesehatan
wajib melaporkan gratifikasitersebut kepada Komite Etika.

Pemberian Gratifikasi

Duta BPJS Kesehatan dilarang untuk memberi gratifikasi kepada
Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang memiliki hubungan
kerja atau bisnis yang bertujuan untuksesuatu hal yang bertentangan
dengan ketentuan hukum atau untuk mempengaruhi pihakdimaksud untuk
melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan
denganjabatannya/kedudukannya.

Pemberian gratifikasi kepada pihak lain dalam bentuk uang,
barang, fasilitas maupun

jamuan harus memperhatikan etika bisnis, kewajaran dan hanya
dilakukan untukkepentingan organisasi dengan mengikuti prosedur
yang ditetapkan.

Dalam kondisi yang tidak dapat dihindari yang mengharuskan Duta
BPJS Kesehatanuntuk memberikan gratifikasi di luar batas
kewenangannya, maka yang bersangkutan harusmendapatkan izin
tertulis dari atasannya dan dilaporkan kepada Komite Etika.

BPJS Kesehatan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan
tanggung jawabterhadap lingkungan sekitar yang tidak terkait dengan
politik atau untuk mempengaruhiBPJS Kesehatan, setelah mendapatkan
otorisasi dari pejabat yang ditunjuk.

2.5. Aktivitas di luar kedinasan

BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada Duta BPJS Kesehatan
untuk melakukanaktualisasi diri dengan aktivitas di luar kedinasan
di BPJS Kesehatan. Aktivitas dimaksudadalah kegiatan dan
keanggotaan dalam asosiai atau organisasi profesi,
sosialkemasyarakatan, olahraga, kerohanian, dan lainnya yang tidak
terkait langsung denganfungsi BPJS Kesehatan dan atau pelaksanaan
tugas/pekerjaan.

Pedoman Duta BPJS Kesehatan dalam melakukan aktivitas di luar
kedinasan adalah:

1) Tidak diperkenankan melakukan aktivitas profesi atau kegiatan
terkait denganperkumpulan atau organisasi, apabila:

Perkumpulan atau organisasi tersebut dilarang atau tidak diakui
oleh Pemerintah danatau menganut nilai-nilai yang bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945 sertanilai-nilai BPJS Kesehatan.

Aktivitas tersebut mempengaruhi kontribusi kepada BPJS Kesehatan
sepertipengurangan jam kerja serta konsentrasi kerja, obyektifitas
dan mengabaikankewajiban kepada organisasi.

Aktivitas dalam perkumpulan/organisasi tersebut dilakukan dengan
memanfaatkandan menyalahgunakan fasilitas dan aset BPJS
Kesehatan.
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Keterlibatan dalam organisasi tersebut dapat membawa citra yang
negatif bagi BPJSKesehatan.

Keterlibatan dalam organisasi tersebut dapat menimbulkan
benturan kepentingandan atau kerugian bagi BPJS Kesehatan.

2) Duta BPJS Kesehatan dilarang menjadi anggota atau simpatisan
aktif partai politik sertamenggunakan fasilitas ataupun sumber daya
organisasi untuk tujuan kampanye,penggalangan dana atau untuk
tujuan partisipasi politik lainnya.

3) Setiap keanggotaan atau kepengurusan dalam organisasi profesi
yang terkait langsungdengan jabatan atau fungsi BPJS Kesehatan,
harus dilaporkan kepada atasan minimalpejabat setingkat Kepala Grup
atau setara.

2.6. Pengelolaan aset dan sumber daya Organisasi

Penggunaan aset fisik, keuangan, hak kekayaan intelektual dan
sumber daya lain milik BPJSKesehatan hanya digunakan untuk tujuan
organisasi yang sah menurut hukum, secara tepatdan efisien. Untuk
menjaga aset organisasi dimanfaatkan secara optimal, standar
perilakuDuta BPJS Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

1) Menggunakan seluruh aset BPJS Kesehatan secara efektif dan
efisien untuk mencapaitujuan organisasi dengan mengikuti prosedur
yang ditetapkan termasuk menjagaakuntabilitas pencatatan sesuai
standar akuntansi yang berlaku.

2) Menjaga dan melindungi aset BPJS Kesehatan dari penggunaan
untuk kepentinganpribadi atau pihak lain secara tidak sah.
Misalnya, menggunakan komputer dan peralatanorganisasi lainnya
untuk bisnis sampingan, kegiatan ilegal atau tidak etis seperti
berjudi,

pornografi, dan lain-lain.3) Menjaga dan melindungi aset
organisasi dari upaya pencurian, penggelapan dan bentuk

kecurangan (fraud) lainnya yang dapat merugikan BPJS
Kesehatan.

4) Segera melaporkan indikasi maupun terjadinya kecurangan
(fraud) atas pemanfaatanaset BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur
yang berlaku.

2.7. Pengelolaan Informasi dan Hak Kekayaan Intelektual

Duta BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk mengelola informasi
sesuai ketentuanpengelolaan informasi yang ditetapkan BPJS
Kesehatan untuk kepentingan terbaikOrganisasi.

Pedoman perilaku Duta BPJS Kesehatan terhadap pengelolaan
informasi dan hak kekayaanintelektual adalah:

1) Mengikuti ketentuan tentang perlindungan hak kekayaan
intelektual dan wajibmenghindari penggunaan yang tidak sah atau
dapat mengakibatkan gugatan hukumkepada BPJS Kesehatan.

2) Berpartisipasi aktif dalam melindungi hak atas kekayaan
intelektual milik BPJS

Kesehatan.
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3) Setiap informasi yang diketahui dan atau dihasilkan dari
keterlibatan dalampengembangan suatu proses atau produk yang akan
digunakan oleh BPJS Kesehatan,wajib diperlakukan sebagai informasi
milik BPJS Kesehatan, baik selama masih bekerjadi BPJS Kesehatan
maupun setelah purna bhakti.

4) Melakukan distribusi informasi organisasi hanya kepada pihak
yang berkepentinganberdasarkan prinsip need to know basis dan
selalu memperhatikan ketentuan tentangketerbukaan informasi
publik.

5) Menghindari pembicaraan mengenai informasi rahasia BPJS
Kesehatan di ruang publiktermasuk melalui sarana elektronik yang
dapat mengakibatkan perolehan informasikepada pihak yang tidak
berhak atau merugikan BPJS Kesehatan.

6) Menjaga keakuratan dan keabsahan informasi, laporan dan
catatan yang berada dalampenguasaan atau pengawasannya serta
bertanggungjawab atas konsekuensipenyampaian informasi yang tidak
benar.

7) Tidak menyampaikan penyataan dan informasi tentang organisasi
kepada media massa

atau pihak lain tanpa seijin Pimpinan atau pihak yang
ditunjuk.

8) Untuk keperluan organisasi, BPJS Kesehatan berhak untuk
memonitor penggunaankomputer, email, telepon, informasi dan aset
lain mengenai informasi dan hak kekayaanintelektual milik BPJS
Kesehatan dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

9) Tidak menggunakan informasi penting atau rahasia milik
organisasi untuk keuntunganpribadi atau kerabat atau pihak
lain.

2.6. Lingkungan Kerja yang KondusifHubungan antar Duta BPJS
Kesehatan, baik antar rekan kerja, bawahan maupun atasandidasarkan
pada kesadaran akan saling ketergantungan antara satu sama lain,
salingpercaya dan saling menghormati dalam lingkungan persaingan
yang sehat dengankomitmen bersama untuk keberhasilan BPJS
Kesehatan.

Standar Perilaku yang diharapkan dari Duta BPJS Kesehatan untuk
mewujudkan haltersebut adalah:

1) Menerapkan kemahiran profesi secara optimal dan obyektif yang
didasarkan pada datadan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam setiap pelaksanaan tugas danpengambilan keputusan.

2) Menjaga hubungan kerja yang saling menghormati sesuai peran
masing-masing,menghargai perbedaan pendapat, persamaan hak dan
tidak mentolerir tindakan yangmengarah pada segala bentuk tekanan,
provokasi dan diskriminasi.

3) Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk
intimidasi dan pelecehanterhadap orang lain karena latar belakang
agama, ras, suku, hubungan pribadi(pertemanan dan kekerabatan),
jenis kelamin (termasuk kehamilan), usia, perbedaandan keterbatasan
fisik atau karakteristik lain yang dilindungi undang-undang.

4) Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu
orang lain atau yangmengganggu konsentrasi sehingga membuat Duta
BPJS Kesehatan lainnya tidak dapat

melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik.
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5) Menghormati hak Duta BPJS Kesehatan lain untuk menyimpan dan
menjaga data pribadisesuai dengan prosedur yang berlaku di BPJS
Kesehatan.

6) Menciptakan dan menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan
lingkungan kerja.

7) Memahami dan mematuhi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan
BPJS Kesehatan

terkait kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan
hidup.
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II. PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

1. TANGGUNG JAWAB DUTA BPJS KESEHATAN

1) Setiap Duta BPJS Kesehatan bertanggungjawab untuk:

a. Memahami Kode Etik ini dan berupaya mempelajari secara rinci
bagaimanapenerapan Kode Etik dalam hal yang terkait dengan
pekerjaannya.

b. Secara proaktif menghubungi atasan langsung, Sekretaris
Badan, Grup MSDM ataupihak yang ditetapkan oleh Direksi, untuk
mengkonsultasikan segala hal yang terkaitdengan implementasi Kode
Etik.

c. Memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang Kode Etik BPJS
Kesehatan kepadasemua pemangku kepentingan dalam setiap kesempatan
yang memungkinkan.

d. Saling mengingatkan diantara rekan kerja untuk selalu
mematuhi Kode Etik.

e. Segera melaporkan kepada pihak yang ditetapkan oleh Direksi,
jika menemukanpermasalahan yang melanggar atau berpotensi pada
pelanggaran terhadap KodeEtik.

f. Bersedia bekerjasama dan memberikan keterangan secara jujur
kepada tim yangbertugas melaksanakan pemeriksaan atas dugaan
pelanggaran Kode Etik.

2) Kepada setiap Pimpinan pada BPJS Kesehatan dibebankan
tanggung jawab untuk:

a. Memberikan contoh dan teladan penerapan Kode Etik dalam
sikap, perilaku dantindakan sehari-hari.

b. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif untuk
penerapan Kode Etik.

c. Memberikan sosialisasi dan menjadi fasilitator dalam kegiatan
coaching, mentoringdan counseling terhadap bawahan atas segala
aspek dan permasalahan terkaitpenerapan Kode Etik.

d. Meyakinkan bahwa risiko terjadinya pelanggaran atas Kode Etik
yang berhubungandengan kegiatan operasional yang menjadi
tanggungjawabnya dapat diidentifikasisecara dini dan
sistematis.

e. Menciptakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya untuk
meminimalisir risikopelanggaran Kode Etik.

f. Memberikan teguran, sanksi dan tindakan indisipliner lain
sesuai PeraturanKepegawaian terhadap pelanggaran Kode Etik oleh
bawahannya.

g. Segera melaksanakan setiap rekomendasi dalam rangka
peningkatan pengendaliandan kepatuhan terhadap Kode Etik.

h. Berkoordinasi dengan Komite Etika dan Grup Hukum dan Regulasi
terhadappelanggaran Kode Etik yang berpotensi berdampak pada proses
hukum.
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3) Jika terdapat keraguan dalam menilai apakah suatu perbuatan
atau keputusan yangakan diambil sesuai dengan Kode Etik organisasi,
maka Duta BPJS Kesehatan dapatmenanyakan kepada diri sendiri
pertanyaan berikut:

Apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau ketentuan
perundangundanganterkait?

Apakah keputusan atau tindakan yang akan diambil sesuai dengan
pedoman,prosedur atau kebijakan, dan nilai-nilai BPJS
Kesehatan?

Apakah keputusan atau tindakan tersebut akan membawa pada
perasaan tidaknyaman, tidak tenang, khawatir atau was was?

Apakah dengan nyaman dapat memberitahukan hal tersebut kepada
rekan kerja,atasan, keluarga atau teman?

Apakah ada perasaan malu jika hal tersebut diumumkan dan
diketahui oleh khalayakramai?

Jika setelah serangkaian pengujian tersebut masih terdapat
keraguan maka disarankanagar Duta BPJS Kesehatan membicarakan dan
mengkonsultasikan hal tersebut denganatasan atau Komite Etika.

2. Komite Etika

Dalam rangka membantu Direksi untuk peningkatan efektivitas
internalisasi nilai organisasi,koordinasi, monitoring dan evaluasi
implementasi dari Kode Etik dibentuk Komite Etik.

Komite Etika terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang
ditetapkan oleh Direktur Utama untuk

masa jabatan selama 1 tahun.

Keanggotaan Komite Etika melekat kepada pribadi dan tidak bisa
diwakilkan.

Dalam Komite Etika ditunjuk satu orang menjadi ketua, satu orang
sebagai sekretaris.

Pemilihan anggota Komite Etika dilakukan berdasarkan
pertimbangan integritas,pemahaman tentang Kode Etik, pengalaman
yang memadai dalam bidang usaha organisasiserta menempati posisi
jabatan yang menjamin independensi dan kebebasan.

Komite Etika melakukan pertemuan setidaknya satu kali dalam
sebulan untuk membahaspermasalahan etika, memutuskan tindak lanjut
kasus etika, evaluasi Kode Etik serta

merumuskan strategi internalisasi nilai BPJS Kesehatan dan Kode
Etik.

Komite Etika menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Direktur Utama secaraberkala setiap triwulan atau jika terdapat
permasalahan khusus yang memerlukan tindaklanjut segera dari
Pimpinan.

3. Sosialisasi

Sosialisasi Kode Etik merupakan proses penting dalam rangka
internalisasi nilai-nilaiorganisasi dan Kode Etik kepada seluruh
Duta BPJS Kesehatan serta membangunpemahaman bagi para mitra kerja
dan pemangku kepentingan. Komitmen untuk

melaksanakan sosialisasi Kode Etik dilaksanakan dengan
memperhatikan :
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1) Membangun pemahaman dan komitmen seluruh mitra kerja, vendor
dan para pemangkukepentingan lainnya.

2) Integrasi sosialisasi Kode Etik dalam kegiatan orientasi Duta
BPJS Kesehatan yang barudan program penyegaran secara berkala
kepada seluruh Duta BPJS Kesehatan.

3) Bahwa penerapan Kode Etik merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari prosesbisnis dan penilaian kinerja seluruh Duta
BPJS Kesehatan.

4) Mengembangkan Kode Etik dan jika diperlukan dapat dijabarkan
lebih lanjut dalamberbagai kebijakan dan peraturan BPJS
Kesehatan.

5) Mengembangkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi kinarja
penerapan KodeEtik.

6) Pengukuran atas pemahaman Kode Etik, dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana DutaBPJS Kesehatan telah menyadari dan
memahami mengenai implementasi Kode Etik diarea kerja
masing-masing. Pengukuran pemahaman dan kinerja penerapan Kode
Etik

dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

4. PELANGGARAN

1) Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perkataan dan perbuatan
yang menyimpang daristandar etika BPJS Kesehatan. Pelanggaran
meliputi namun tidak terbatas pada:

Ketidakdisiplinan

Pencurian dan penggelapan

Penyampaian informasi rahasia milik BPJS Kesehatan kepada pihak
yang tidakberhak.

Penyalahgunaan aset dan sumberdaya BPJS Kesehatan untuk
kepentingan pribadiatau pihak lain yang dapat merugikan
organisasi.

Perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan narkotika, mabuk
di lingkungankerja, serta perbuatan asusila yang melanggar norma
agama, adat dankemasyarakatan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tingkat pelanggaran
dan pengenaan sanksi diatur

secara rinci dalam Peraturan Kepegawaian dan Perjanjian
Kerja.

5. Pelaporan Pelanggaran

1) Duta BPJS Kesehatan yang mengetahui dugaan terjadinya suatu
pelanggaran Kode Etiksegera menyampaikan laporan secara lisan atau
tertulis kepada atasan langsung danatau Komite Etika BPJS
Kesehatan.

2) Laporan pelanggaran memuat kronologis dugaan pelanggaran,
pihak yang didugaterlibat dengan dilengkapi bukti awal
pelanggaran.

3) Pelaporan pelanggaran sedapat mungkin dilengkapi dengan
identitas pelapor untukmemudahkan komunikasi dan tindak lanjut.
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4) Pelapor yang belum pernah melakukan pelanggaran berat, atau
bila dalam kondisiterpaksa terlibat dalam pelanggaran berat, tetapi
dengan itikad baikmelaporkan adanya pelanggaran tersebut dapat
dibebaskan dari pengenaan sanksiadministratif.

5) BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan
menyelesaikan setiap laporanpelanggaran dalam waktu sesegara
mungkin.

6) Duta BPJS Kesehatan dan pihak lain yang berpartisipasi dalam
pelaporan pelanggaranKode Etik berhak mendapat jaminan kerahasiaan
identitas, perlindungan hukum dansegala bentuk tindakan dan
perlakuan yang merugikan akibat laporannya seperti:perlakuan yang
tidak adil, penurunan jabatan, penilaian kinerja yang tidak
obyektif danlainnya.

7) Kepada pihak yang berperan dalam pengungkapan perkara dan
menyelamatkanorganisasi dari kerugian BPJS Kesehatan secara
material dan nonmateriil dapatdiberikan penghargaan dan
apresiasi.

8) Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, BPJS Kesehatan
menetapkan kebijakandan prosedur tertulis yang meliputi:

penerimaan pelaporan pelanggaran;

penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran;

perlindungan pelapor; dan

pemantauan penanganan dan penyelesaian pelaporan
pelanggaran.
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Lampiran 1

PERNYATAAN KOMITMEN DUTA BPJS KESEHATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami
isi KodeEtik BPJS Kesehatan.

Saya memahami bahwa setiap Duta BPJS Kesehatan harus mematuhi
danmelaksanakan Kode Etik BPJS Kesehatan dalam upaya meningkatkan
danmemaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan BPJS Kesehatan.

Apabila saya mempunyai permasalahan mengenai kemungkinan
pelanggaranterhadap standar etika yang tercantum dalam Kode Etik
BPJS Kesehatan, saya

akan memberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

, 20

Yang Membuat Pernyataan Menyaksikan

() ()Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan Atasan
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LAMPIRAN 2.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN BPJS KESEHATAN
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I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

BPJS Kesehatan menyadari bahwa setiap Duta BPJS Kesehatan
memiliki hakdan kebebasan untuk melakukan aktivitas atau turut
serta dalam kegiatan keuangan,usaha, sosial, budaya,
kemasyarakatan, olahraga dan lainnya yang sah di luarkedinasan
dengan tidak mengabaikan kewajiban kepada organisasi dan
tidakmenimbulkan benturan kepentingan dengan organisasi.

Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik
antarakepentingan ekonomis organisasi dan kepentingan ekonomis
pribadi Duta BPJSKesehatan. Situasi benturan kepentingan merupakan
awal dari tindakan dan perilakutidak etis yang mengarah pada
keputusan dan tindakan Duta BPJS Kesehatan yangtidak dimaksudkan
untuk kepentingan terbaik organisasi.

Secara umum benturan kepentingan muncul pada saat Duta BPJS
Kesehatan

yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang
berpotensi dapatdisalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja
untuk kepentingan lain sehinggadapat mempengaruhi kualitas
keputusannya, yang pada akhirnya hasil keputusantersebut dapat
merugikan bagi organisasi.

Untuk memudahkan Duta BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi
situasibenturan kepentingan dan dapat menangani situasi benturan
kepentingan secaraefektif diperlukan panduan dalam pengelolaan
banturan kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai panduan bagi Duta BPJS Kesehatan untuk memahami,
mencegah danmenangani benturan kepentingan.

2. Sebagai panduan bagi Duta BPJS Kesehatan dalam mengambil
sikap terhadapsituasi benturan kepentingan sesuai Kode Etik dan
nilai-nilai BPJS Kesehatan.

3. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan terhindar dari praktik
Korupsi, Kolusi danNepotisme.

C. Pengertian dan Definisi

1. Atasan Langsung adalah pimpinan dari unit kerja pegawai BPJS
Kesehatandengan jabatan minimal setingkat (jabatan di bawah Kepala
Grup) atau yangsetara.

2. Atasan dari Atasan langsungadalah pegawai yang membawahi
atasan langsungdengan jabatan minimal setingkat Kepala Grup atau
yang setara.

3. Duta BPJS Kesehatan adalah Dewan Pengawas, Dewan Direksi,
PejabatStruktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai, baik itu
Pegawai Tetapmaupun Pegawai Tidak Tetap.
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4. Mitra Kerja adalah orang perseorangan atau organisasi yang
menjalin kerjasamabisnis dengan BPJS Kesehatan berdasarkan potensi,
kelayakan dan itikad baikuntuk saling menguntungkan.

5. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik
antarakepentingan ekonomis organisasi dan kepentingan ekonomis
pribadi Duta BPJSKesehatan.

6. Keluarga adalah orang perseorangan yang memiliki hubungan
keluarga hinggaderajat ketiga baik sedarah maupun karena perkawinan
dengan Duta BPJSKesehatan.

7. Keluarga Inti adalah orang perseorangan yang memiliki
hubungan keluarga satuderajat baik sedarah maupun karena perkawinan
dengan Duta BPJS Kesehatan.
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II. BENTURAN KEPENTINGAN

A. Sumber Benturan Kepentingan

Sumber benturan kepentingan antara lain:

1. Adanya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Duta BPJS
Kesehatan.

2. Adanya hubungan afiliasi baik berupa hubungan keluarga atau
hubunganpertemanan yang dapat mempengaruhi tindakan pengambilan
keputusan.

3. Penerimaan gratifikasi oleh Duta BPJS Kesehatan yang patut
diduga terkaitdengan jabatan dan atau dapat mempengaruhi
independensi dan obyektifitasdalam pelaksanaan tugas.

4. Aktivitas dan rangkap jabatan Duta BPJS Kesehatan di luar
kedinasan yang

secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong
pemanfaatankewenangan dalam jabatan di BPJS Kesehatan.

5. Kelemahan sistem pengendalian internal yang bersumber dari
struktur, prosesbisnis dan atau budaya organisasi.

6. Adanya keinginan untuk memenuhi keperluan/kepentingan pribadi
(vestedinterest) dari Duta BPJS Kesehatan dengan memanfaatkan
kewenangan yangdimiliki.

B. Situasi Benturan Kepentingan

Situasi benturan kepentingan antara lain :

1. Situasi yang menyebabkan Duta BPJS Kesehatan menerima
gratifikasi atassuatu keputusan dalam jabatan.

2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset atau jabatan untuk
kepentinganpribadi, keluarga, golongan atau pihak lain yang tidak
terkait.

3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau
organisasidipergunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga,
golongan atau pihak lain yangtidak terkait.

4. Situasi pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pelaksanaan
aktivitas ataujabatan lain di luar BPJS Kesehatan.

5. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi antara Duta BPJS
Kesehatan denganpihak lainnya yang memiliki kepentingan atas
keputusan dan/atau tindakan DutaBPJS Kesehatan dalam
jabatannya.

6. Situasi yang memberikan perlakuan khusus kepada Duta BPJS
Kesehatan ataupihak tertentu untuk tidak mengikuti proses dan
prosedur yang berlaku.

7. Situasi yang mengakibatkan proses pengawasan tidak
berlangsung secara

obyektif dan tidak sesuai prosedur karena adanya pengaruh dari
pihak yangdiawasi.
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8. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi oleh Duta BPJS Kesehatan
atas suatuobyek yang merupakan hasil dari kegiatan atau keputusan
dari penilai.

9. Situasi dimana Duta BPJS Kesehatan menetapkan kebijakan atau
keputusanyang menyangkut kepentingan keuangan atau ekonomi diri
sendiri.

C. Aktivitas yang Dilarang dan/atau yang Mengandung Benturan
Kepentingan

1. Menjadi pengurus atau anggota perkumpulan atau organisasi
terlarang atau tidakdiakui oleh Pemerintah dan atau menganut
nilai-nilai yang bertentangan denganPancasila dan UUD 1945 serta
nilai-nilai BPJS Kesehatan.

2. Aktivitas sebagai anggota, pengurus atau simpatisan aktif
partai politik, termasukmelakukan aktivitas yang bisa dikategorikan
kampanye di lingkungan kantor.

3. Terlibat dalam aktifitas bisnis yang terkait dengan fungsi
pelayanan BPJSKesehatan, seperti menjadi fasilitas kesehatan,
bisnis penjualan alat kesehatan,distributor obat, kepemilikan
apotek dan lainnya.

4. Aktivitas yang pelaksanaannya mempengaruhi kontribusi kepada
BPJSKesehatan seperti pengurangan jam kerja serta konsentrasi
kerja, obyektifitasdan mengabaikan kewajiban kepada organisasi.
Contohnya menjadi dosen/stafpengajar tetap, menjadi pegawai di
organisasi lain, konsultan pada rumah sakitdan lainnya.

5. Menjadi pengurus dalam organisasi yang dapat membawa citra
yang negatif bagiBPJS Kesehatan seperti menjadi pengurus organisasi
transgender, geng motordan lainnya.

6. Terlibat dalam organisasi yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan danatau kerugian bagi BPJS Kesehatan seperti menjadi
pengurus rumah sakit,

distributor obat dan alat kesehatan

D. Aktivitas yang Perlu Dilaporkan

1. Aktivitas keanggotaan atau kepengurusan dalam organisasi atau
asosiasi profesiyang terkait langsung dengan jabatan atau fungsi
BPJS Kesehatan sepertimenjadi pengurus di Ikatan Dokter Indonesia,
Pengurus pada Ikatan AkuntanIndonesia dan lainnya.

2. Jabatan kepengurusan dalam organisasi keagamaan, adat,
budaya, olahragaatau kemasyarakatan lainnya yang terkait dengan
lokasi atau lingkungan BPJSKesehatan, seperti menjadi pengurus DKM
Masjid kantor, pengurus kelompok

adat disekitar kantor, pengurus yayasan panti asuhan di sekitar
lokasi kantor danlainnya.

3. Aktifitas profesi/keahlian yang tidak rutin dan dapat membawa
keuntunganekonomis, seperti menjadi narasumber workshop/seminar
terkait keahlian di luarjam kerja.

4. Pelaporan aktivitas profesi/keahlian yang tidak rutin dan
dapat membawakeuntungan ekonomis tersebut dapat dilaporkan dalam
format isian tahunanpemutakhiran/updatedata kepegawaian yang
ditetapkan Grup Manajemen SDM.

5. Pelaporan penerimaan dari aktivitas profesi/keahlian yang
tidak rutin tersebutmengacu pada mekanisme pelaporan yang
ditetapkan dalam panduan

pengelolaan gratifikasi.
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III. PENGELOLAAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

1. Duta BPJS Kesehatan yang berpotensi dan atau telah berada
dalam situasibenturan kepentingan DILARANG untuk meneruskan
kegiatan/melaksanakantugas dan tanggung jawab yang terkait dengan
situasi benturan kepentingantersebut.

2. Duta BPJS Kesehatan yang yang mengetahui dirinya berpotensi
dan atau telahberada dalam situasi benturan kepentingan wajib
segera membuat danmenyampaikan surat pernyataan potensi benturan
kepentingan terhadap kondisitersebut, kepada Atasan Langsung dengan
tembusan Komite Etika.

3. Aktivitas atau rangkap jabatan di luar kedinasan yang
berpotensi terjadinyabenturan kepentingan masih dimungkinkan selama
terdapat kebijakan dan

peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

4. Penanganan situasi benturan kepentingan dilakukan dengan
cepat, konsistendan transparan sehingga tidak menghambat kegiatan
operasional BPJSKesehatan.

B. Upaya Pencegahan

Situasi konflik kepentingan ekonomis organisasi dengan
kepentingan ekonomis DutaBPJS Kesehatan akan mendorong dilema dalam
penggunaan jabatan, kewenangan

dan pemanfaatan aset organisasi. Kepentingan ekonomis tersebut
muncul darisumber benturan kepentingan. Untuk itu Duta BPJS
Kesehatan harus selaluberupaya melakukan pencegahan dan mewaspadai
dan kondisi yang mengarahpada munculnya kepentingan ekonomis dari
sumber benturan kepentingan tersebut.Hal-hal yang perlu mendapat
perhatian antara lain:

1. Menghindari munculnya benturan kepentingan dari hubungan
afiliasi, Duta BPJSKesehatan hendaknya :

a. membatasi penyampaian informasi mengenai pekerjaan kepada
keluargaatau teman yang dapat membuka peluang adanya tuntutan
pemanfaatanjabatan untuk kepentingan atau keuntungan keluarga,
teman atau kelompok.

b. Mewaspadai pemberian gratifikasi dari teman yang jumlahnya
ataufrekuensinya tidak wajar.

c. Mengantisipasi kegiatan bisnis keluarga yang dapat terkait
dengan kegiatanBPJS Kesehatan.

2. Melaksanakan tugas, memanfaatkan aset, keuangan dan informasi
organisasisecara efisien sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang
ditetapkan.

3. Menjaga loyalitas kepada organisasi dengan mengutamakan
kepentingan BPJSKesehatan di atas kepentingan pribadi, keluarga
atau pihak lain serta menjaga

perilaku sesuai dengan Kode Etik.
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4. Berupaya menciptakan transparansi dalam
penanganan/pengelolaan situasibenturan kepentingan.

5. Proaktif untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan
permasalahan dankeraguan tentang situasi benturan kepentingan
dengan atasan dan atau KomiteEtika.

C. Pelaporan situasi Benturan Kepentingan

1. Pelaporan situasi benturan kepentingan dapat dibedakan
menjadi:

a. Pelaporan aktivitas di luar kedinasan

b. Pelaporan diri sendiri oleh Duta BPJS Kesehatan terhadap
situasi/potensisituasi benturan kepentingan yang dihadapi.

c. Pelaporan oleh Duta BPJS Kesehatan dan atau pihak lain
terhadapsituasi/potensi situasi benturan kepentingan yang
menyangkut Duta BPJSKesehatan lainnya.

2. Pelaporan aktivitas di luar kedinasan

Duta BPJS Kesehatan yang melaksanakan aktivitas di luar
kedinasan yangtermasuk dalam katagori aktivitas yang perlu
dilaporkan, melaporkan aktivitastersebut segera setelah aktivitas
tersebut mulai dilaksanakan.

Penerimaan uang dan atau penerimaan bentuk gratifikasi lainnya
dari aktifitas diluar kedinasan yang perlu dilaporkan mengikuti
prosedur pelaporan

sebagaimana diatur dalam panduan pengelolaan gratifikasi

3. Pelaporan Diri Sendiri

Duta BPJS Kesehatan yang mengetahui dirinya berpotensi atau
telah beradadalam situasi benturan kepentingan wajib segera
melaporkan hal tersebutmelalui atasan langsung dengan menyampaikan
Pernyataan Potensi BenturanKepentingan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah situasi atau potensisituasi banturan kepentingan
diketahui.

Atasan langsung dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari
memutuskanapakah Dua BPJS Kesehatan yang dalam situasi benturan
kepentingan dapat

tetap terlibat dalam penugasan atau tidak.Atasan langsung
membebastugaskan Duta BPJS Kesehatan tersebut dariketerlibatan
dalam kegiatan atau pengambilan keputusan yang terdapatbenturan
kepentingan.

Keputusan pembebastugasan Duta BPJS Kesehatan dari kegiatan
ataupengambilan keputusan yang terdapat benturan kepentingan
disampaikansecara tertulis kepada Duta BPJS Kesehatan tersebut
dengan tembusan KomiteEtika.

Jika atasan langsung mempertimbangkan bahwa untuk kepentingan
organisasiketerlibatan Duta BPJS Kesehatan tersebut masih
diperlukan maka atasan

langsung menyampaikan putusan tersebut disertai pertimbangan dan
rencanapenanganan situasi untuk tetap menjaga obyektifitas, secara
tertulis kepada Duta
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BPJS Kesehatan dengan tembusan Komite Etika dan atasan dari
atasanlangsung.

Dalam hal atasan dari atasan langsung tidak menyetujui keputusan
untuk tetapmenugaskan Duta BPJS Kesehatan yang terlibat benturan
kepentingan, makaatasan dari atasan langsung membebastugaskan Duta
BPJS Kesehatan dari

keterlibatan dalam kegiatan atau pengambilan keputusan yang
terdapat benturankepentingan.

Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada atasan
langsung untukditeruskan kepada Duta BPJS Kesehatan.

Pembatalan putusan atasan langsung dilakukan oleh atasan dari
atasanlangsung selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah putusan atasan
langsungditerima.

Dalam hal diperlukan tindakan yang cepat, putusan atasan
langsung dan/atauatasan dari atasan langsung dapat disampaikan
secara lisan terlebih dahulu.

Komite Etika dapat memberikan masukan kepada atasan dari atasan
langsungterkait putusan atasan langsung untuk tetap menugaskan Duta
BPJS Kesehatanyang terlibat benturan kepentingan.

Selama belum ada putusan dari atasan langsung mengenai situasi
benturankepentingan yang dilaporkan, Duta BPJS Kesehatan tidak
melibatkan diri dalamkegiatan yang mengandung benturan kepentingan
tersebut.

4. Pelaporan Benturan kepentingan Duta BPJS Kesehatan

Apabila Duta BPJS Kesehatan atau pihak lain (Mitra Kerja,
Pemasok, Peserta,Masyarakat), mengetahui potensi atau adanya
benturan kepentingan, agarmelaporkan situasi tersebut dengan
menggunakan mekanisme pelaporanpelanggaran.

D. Peningkatan Efektifitas Implementasi

Untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari kebijakan
tentang benturankepentingan ini, diperlukan keterlibatan aktif dari
setiap Duta BPJS Kesehatan danjajaran pimpinan.

Para pimpinan dalam setiap tingkatan wajib untuk menunjukkan
komitmen danketeladanan dengan menggunakan kewenangan secara
proporsional yangmenunjukkan upaya pencapaian tujuan organisasi
dengan tetap mempertimbangkankepentingan para pemangku
kepentingan.

Duta BPJS Kesehatan berkewajiban untuk memahami dan
menyadaribagaimana pentingnya isu benturan kepentingan dapat
mempengaruhi kepercayaanmasyarakat terhadap organisasi dan bisa
mengantisipasi serta mencegah terjadinyabenturan kepentingan.

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan benturan kepentingan,
Komite Etikabertanggungjawab untuk menyusun program dan kegiatan
yang terintegrasi dengan

program Good Governancelainnya. Program tersebut meliputi namun
tidak terbataspada kegiatan berikut:
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1. Pencegahan & Sosialisasi

a. Pencantuman peringatan dan larangan benturan kepentingan
dalamdokumen dan pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa,
rekrutmenpegawai dan kegiatan lain yang rawan benturan
kepentingan.

b. Peningkatan pemahaman Duta BPJS Kesehatan melalui
sosialisasi,workshop dan group discussion.

c. Secara terus menerus mengkomunikasikan kebijakan BPJS
Kesehatantentang benturan kepentingan kepada Pemerintah, pemasok,
faskes, mitrakerja dan pemangku kepentingan lain.

d. Membuka layanan konsultasi bagi Duta BPJS Kesehatan dan pihak
lain yangbelum memahami mengenai kebijakan penanganan benturan
kepentingan.

2. Pengawasan

a. Komite Etika melakukan monitoring implementasi kebijakan
ini,mengidentifikasi kendala & hambatan yang ada untuk menjadi
masukan bagiDireksi.

b. Seluruh Duta BPJS Kesehatan bertanggungjawab melakukan
pengawasanatas dipatuhinya kebijakan ini dan segera melaporkan
penyimpangan yangditemui melalui mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Etika.

3. Evaluasi

Kebijakan tentang benturan kepentingan dievaluasi secara berkala
atau jikaterdapat permasalahan yang kritis yang belum atau belum
jelas diatur atau ketikaterjadi perubahan lingkungan yang menuntut
untuk dilakukan penyesuaiam,

perbaikan yang diperlukan sehingga tetap efektif, dapat
diimplementasikan danrelevan.
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LAMPIRAN 2.

PENGELOLAAN GRATIFIKASI BPJS KESEHATAN
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A. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001menambahkan perluasan tindak pidana korupsi yang termasuk
di dalamnya adalahgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara.

Gratifikasi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannyadan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Ketentuan tersebut tidakberlaku jika penerima melaporkan
gratifikasi tersebut kepada Komisi PemberantasanTindak Pidana
Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejaktanggal gratifikasi diterima.

Dalam rangka menciptakan Tata Kelola yang Baik (Good Governance)
dilingkungan BPJS Kesehatan dan melaksanakan komitmen untuk
mewujudkan

lingkungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta
mendukungpemberantasan korupsi dan penegakan hukum, maka BPJS
Kesehatan memandangperlu untuk menetapkan suatu panduan yang
menjadi acuan bagi Duta BPJSKesehatan dalam melakukan penanganan
dan pengelolaan atas penerimaan danpemberian gratifikasi.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya pedoman pegelolaan gratifikasi
ini adalah:

1. Menjadi rujukan bagi Duta BPJS Kesehatan dalam memahami,
menangani danmengelola penerimaan dan atau pemberian
gratifikasi.

2. Menciptakan lingkungan kerja yang taat hukum, bersih dari
praktik Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme.

3. Mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana korupsi

4. Menjaga obyektifitas dan independensi BPJS Kesehatan dalam
melaksanakanpemberian jaminan pelayanan Kesehatan.

5. Menghindari Duta BPJS Kesehatan dari keterlibatan pelanggaran
hukumkhususnya tindak pidana korupsi dan atau gratifikasi.

C. Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup petunjuk penanganan terhadap penerimaan
gratifikasidan pemberian gratifikasi, yang wajib diikuti oleh
seluruh Duta BPJS Kesehatan.

D. Rujukan

1. UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yangBersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak
PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun
2001.

3. UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
tindak

Pidana Korupsi
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4. Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
SosialNasional

5. UndangUndang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
JaminanSosial

6. Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 128 Tahun 2014 tentang
PedomanTata Kelola yang Baik (Good Governance) BPJS Kesehatan

E. Pengertian dan Definisi

1. Gratifikasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang
Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20
tahun2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang,rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitaspenginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.Gratifikasi tersebut
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri danyang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
saranaelektronik.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK
adalahsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 30 tahun 2002
tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pemangku Kepentinganadalah Pihak yang memiliki hubungan
pekerjaan ataubisnis baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan BPJS Kesehatan.Pemerintah, dalam hal ini termasuk namun
tidak terbatas pada Intansi/LembagaPemerintah, Pemasok, Fasilitas
Kesehatan dan Mitra kerja.

4. Nilai wajaradalah batasan penerimaan/pemberian yang
ditetapkan oleh DireksiBPJS Kesehatan dari waktu ke waktu, yang
dianggap tidak menimbulkan

benturan kepentingan dalam kondisi normal.

5. Penugasan Resmiadalah penugasan Duta BPJS Kesehatan
berdasarkan SuratPerintah Tugas dari pejabat yang berwenang atau
bentuk perintah lainnya yangsah yang ditetapkan oleh BPJS
Kesehatan.

6. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik
antarakepentingan ekonomis organisasi dan kepentingan ekonomis
pribadi Duta BPJSKesehatan.

7. Keluarga adalah orang perseorangan yang memiliki hubungan
keluarga hinggaderajat ketiga baik sedarah maupun karena perkawinan
dengan Duta BPJSKesehatan.

8. KeluargaInti adalah orang perseorangan yang memiliki hubungan
keluarga satuderajat baik sedarah maupun karena perkawinan dengan
Duta BPJS Kesehatan.

9. Pegawai Negeri adalah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor
31 tahun1999 pasal 1 ayat 2, yang meliputi

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentangKepegawaian

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-UndangHukum Pidana

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
daerah

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang
menerima bantuandari keuangan negara atau daerah, atau
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e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
menggunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

10. Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undangNomor 28 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, adalah pejabat
negara yang melaksanakanfungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif
dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan yang berlaku.
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II. PENERIMAAN GRATIFIKASI

A. Umum

Pada prinsipnya Duta BPJS Kesehatan dilarang menerima
gratifikasi dari pihakmanapun yang patut diduga bahwa pemberian
tersebut dimaksudkan untukmempengaruhi atau menggerakkan Duta BPJS
Kesehatan untuk melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya dan atau dapat
mempengaruhi independensi dan obyektifitas dalampengambilan
keputusan saat ini dan di masa datang.

BPJS Kesehatan memenuhi semua pembiayaan yang diperlukan
untukpelaksanaan tugas Duta BPJS Kesehatan kecuali ditetukan lain
dalamkontrak/perjanjian dengan pihak lain.

Duta BPJS Kesehatan harus mewaspadai upaya pemberian
gratifikasi, yangdisampaikan melalui keluarga atau kerabat.

Dalam hal Duta BPJS Kesehatan dihadapkan pada suatu keadaan yang
tidakmemungkinkan untuk menolak gratifikasi, maka Duta BPJS
Kesehatan wajibmelaporkan gratifikasi tersebut kepada Komite
Etika.

B. Penerimaan Gratifikasi yang Dapat Dianggap Suap

1. Pengertian

Penerimaan Gratifikasi oleh Duta BPJS Kesehatan baik secara
sendiri-sendiriatau bersama-sama dari pemangku kepentingan yang
terkait dengan jabatandan/atau pekerjaan baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat

menimbulkan benturan kepentingan serta dapat mendorong
terjadinya tindakpidana korupsi.

Contoh tindakan yang dapat dikategorikan dalam Penerimaan
Gratifikasi yangDapat Dianggap Suap adalah :

1) Penerimaan hadiah dalam bentuk uang, barang, fasilitas,
akomodasi ataudalam bentuk lain sebagai ucapan tanda terima kasih,
tanda perkenalan dariPemangku Kepentingan kepada Duta BPJS
Kesehatan dan/atau KeluargaIntinya.

2) Penerimaan hadiah, parsel atau bentuk lain sejenis oleh Duta
BPJSKesehatan dan/atau Keluarga Intinya pada saat hari raya
keagamaandan/atau tahun baru dari Pemangku Kepentingan atau
bawahannya.

3) Penerimaan fasilitas, pinjaman barang, uang atau bentuk
lainnya untukkeperluan pribadi yang terkait dengan jabatan dan
penugasan kecuali dalamkondisi musibah atau duka cita dari Pemangku
Kepentingan oleh Duta BPJSKesehatan.

4) Penerimaan uang, voucher, buah tangan (oleh-oleh) dari
PemangkuKepentingan atau dari Kantor BPJS Kesehatan dalam rangka
workshop,seminar, rapat, pelatihan, lokakarya, kunjungan kedinasan
dan kegiatanlainnya.

5) Penerimaan uang, barang, voucher, akomodasi, doorprize atau
bentuklainnya yang nilainya melebihi nilai wajar dalam kegiatan
yang

keikutsertaannya didasarkan pada penugasan resmi dari BPJS
Kesehatan.
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6) Penerimaan honorarium sebagai narasumber, tenaga pengajar
padakegiatan di organisasi bisnis dan/atau non Pemerintah untuk
materi yangterkait dengan fungsi BPJS Kesehatan baik
berdasarkanpenunjukan/penugasan resmi atau tidak.

7) Penerimaan fasilitas, akomodasi, transportasi dan fasilitas
perjalanan dinas

atau bentuk lainnya dari organisasi bisnis yang berpotensi
menimbulkanbenturan kepentingan dalam rangka menghadiri seminar,
workshop,pelatihan atau kegiatan sejenis.

8) Dsb.

2. Perlakuan

a. Penerimaan Gratifikasi yang dapat dianggap suap harus ditolak
dan wajibdilaporkan secara tertulis (formulir terlampir) kepada
Komite Etik cq

Sekretariat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
penolakandilakukan.

b. Dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolakan
dikarenakan:

1) Tidak diketahui proses pemberiannya, identitas dan alamat
pemberian;atau

2) Penolakan dapat memberikan citra negatif bagi organisasi,
dengansyarat pemberian tersebut bukan berbentuk uang tunai atau
suratberharga dan tidak melebihi batasan nilai kewajaran;

Maka penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan secara
tertulis (formulirterlampir) kepada Komite Etik cq Sekretariat
selambat-lambatnya 5 (lima) hari

kerja setelah gratifikasi diterima.

3. Batasan Nilai

Tidak terdapat penerapan batasan nilai untuk penerimaan ini.

C. Penerimaan Gratifikasi dalam Rangka Kedinasan

1. Pengertian

Penerimaan Gratifikasi oleh Duta BPJS Kesehatan baik secara
sendiri-sendiriatau bersama-sama pada saat kegiatan/penugasan resmi
dari BPJS Kesehatan.

Contoh tindakan yang dapat dikategorikan dalam Penerimaan
Gratifikasi dalamRangka Kedinasan adalah

a. Penerimaan yang wajib dilaporkan

1) Penerimaan hadiah undian, doorprize, atau bentuk lain yang
sejenisdimana keikutsertaannya didasarkan pada penugasan resmi dari
BPJSKesehatan

2) Perimaan ipad, harddisk, handphone, gadget dan peralatan
elektroniksejenis dari penyelenggara seminar, workshop, pelatihan
yang

keikutsertaannya dilakukan berdasarkan penugasan resmi.
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3) Penerimaan honorarium sebagai narasumber, tenaga pengajar
padakegiatan internal atau di Lembaga Pemerintah berdasarkan
penunjukandan Penugasan Resmi dari BPJS Kesehatan.

4) Dsb

b. Penerimaan yang tidak wajib dilaporkan

1) Penerimaan plakat, vandal, goody bag/gimmick atau bentuk lain
yang

sejenis dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan,
dimanakeikutsertaannya didasarkan pada penunjukan dan penugasan
resmidari BPJS Kesehatan yang nilainya di bawah nilai wajar.

2) Penerimaan barang promosi, hadiah, souvenir, dan doorprize
dari

pemangku kepentingan yang mencantumkan logo atau nama
pihakpemberi, seperti : pulpen, buku agenda, gantungan kunci,
kalender dansejenisnya di bawah nilai wajar.

3) Fasilitas pembebasan biaya seminar, pelatihan, workshop,
lokakaryadengan materi yang terkait dengan fungsi BPJS Kesehatan
yangdiberikan oleh penyelenggara atau mitra kerja berdasarkan
penugasanresmi.

4) dsb.

2. Perlakuan

a. Penerimaan Gratifikasi dalam Rangka Kedinasan dari
Instansi/LembagaResmi Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari
APBN, dapatditerima dan tidak perlu dilaporkan.

b. Penerimaan Gratifikasi dalam Rangka Kedinasan, dari selain
dariInstansi/Lembaga Pemerintah harus ditolak. Dalam kondisi tidak
dapatditolak dikarenakan:

1) Sudah terlanjur diterima dan tidak diketahui sebelumnya
tentangpenerimaan tersebut;

2) Penolakan dapat memberikan citra negatif bagi organisasi,
dengansyarat pemberian tersebut bukan berbentuk uang tunai atau
suratberharga dan tidak melebihi batasan nilai kewajaran.

Maka penerimaan Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan secara
tertulis kepadaKomite Etik cq Sekretariat selambat-lambatnya 5
(lima) hari kerja setelahgratifikasi diterima.

3. Batasan Nilai

a. Batasan nilai dari penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang
adalahsenilai maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau
setara denganjumlah tersebut dengan ketentuan akumulasi penerimaan
dalam 1 (satu)tahun tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

b. Batasan nilai dari penerimaan honorarium, uang saku dan
penerimaan

dalam bentuk uang lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan
Direksi/standar biaya yang dikeluarkan Pemerintah.
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c. Penerimaan atas biaya transportasi dan akomodasi sesuai
batas-bataskewajaran sebagaimana standar biaya yang dikeluarkan
melalui KeputusanDireksi / ketentuan Pemerintah.

D. Penerimaan yang Bukan Gratifikasi

1. Pengertian

Penerimaan oleh Duta BPJS Kesehatan yang diperoleh berdasarkan
kontrakatau prestasi tertentu yang sah, dengan ketentuan bahwa
penerimaan tersebut:

a. tidak termasuk dalam kategori penerimaan gratifikasi yang
dianggap suap

b. tidak terkait dengan kegiatan/penugasan kedinasan

c. tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok
tertentu

Contoh tindakan yang dapat dikategorikan dalam Penerimaan yang
BukanGratifikasi adalah

1) Penerimaan hadiah dalam bentuk uang, barang, fasilitas,
akomodasi ataudalam bentuk lain sejenis oleh Duta BPJS Kesehatan
darikeluarga/teman/pihak lain yang tidak berhubungan kedinasan baik
secaralangsung maupun tidak langsung pada saat acara pernikahan,
khitanan,ulang tahun, musibah, dan cara pribadi/adat lainnya sesuai
Nilai Wajar.

2) Penerimaan bantuan/sumbangan dalam bentuk apapun pada
sebagaibentuk tanda duka cita atas musibah kematian dari Keluarga
inti.

3) Penerimaan penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun
nonakademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan dinas.

4) Penerimaan makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang
berlakuumum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan
dinas.

5) Uang atau barang berharga lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan BPJSKesehatan kepada bawahannya guna mendorong kinerja
atas pelaksanaantugas-tugasnya sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

6) Penerimaan honor dan/atau transportasi sebagai pembicara,
pengajar,narasumber atau pemberi kontribusi lainnya dari pihak lain
yang tidakberhubungan dengan kedinasan dan tidak menggunakan waktu
kerja.

7) Dsb.

2. Perlakuan

Terhadap Penerimaan tersebut tidak ada kewajiban pelaporan
kepada Komite Etika.

3. Batasan Nilai

Penerimaan jenis ini tidak memiliki batasan nilai, kecuali
ditentukan lain dalampedoman ini.
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BAB III

PEMBERIAN GRATIFIKASI

A. Pemberian Gratifikasi yang DilarangDuta BPJS Kesehatan
dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri

dan/atau Penyelenggaran Negara yang memiliki hubungan kerja atau
bisnis yangbertujuan untuk sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh
ketentuan perundang-undangan yan berlaku atau untuk mempengaruhi
pihak dimaksud untuk melakukandan/atau tidak melakukan suatu hal
berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

B. Pemberian Gratifikasi yang Diperbolehkan

1. Duta BPJS Kesehatan dapat memberikan uang, hadiah/cinderamata
kepadaPegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dengan kondisi
sebagai

berikut :a. Untuk menunjang kepentingan BPJS Kesehatan dan tidak
bertujuan untuk

menyuap;

b. Pemberian berupa hadiah/cinderamata dengan kondisi :

1) Telah direncanakan;

2) Mencantumkan logo BPJS Kesehatan;

3) Dianggarkan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan
pemberianhadiah/cinderamata dengan nilai yang wajar (reasonable),
sedangkandalam rangka promosi dan sponsorship mengacu kepada
kebijakankeuangan dan akuntansi yang berlaku; dan

4) Tidak dilakukan secara terus-menerus terhadap satu pihak yang
samayaitu maksimal 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun;

2. Duta BPJS Kesehatan dapat memberikan fasilitas, pelayanan,
kemudahandalam rangka menjalin hubungan baik (hospitality) sesuai
dengan batasan yangwajar (reasonable) dan tidak melanggar
norma/kesusilaan dan tidakmenimbulkan citra negatif bagi BPJS
Kesehatan.

3. BPJS Kesehatan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait
dengantanggung jawab terhadap lingkungan sekitar yang tidak terkait
dengan politikatau untuk mempengaruhi BPJS Kesehatan, setelah
mendapatkan otorisasidari pejabat yang ditunjuk.

4. Pemberian Gratifikasi dibebankan pada anggaran BPJS Kesehatan
dan dicatatdan diotorisasi oleh Pejabat terkait sesuai dengan
kebijakan keuangan danakuntansi.

5. Dalam kondisi yang tidak dapat dihindari yang mengharuskan
Duta BPJSKesehatan untuk memberikan gratifikasi di luar batas
kewenangannya, makayang bersangkutan harus mendapatkan izin
tertulis dari atasannya dandilaporkan kepada Komite Etika cq
Sekretariat dengan menyertakan penjelasanmengenai kronologis
kejadian tersebut dan upaya yang telah dilakukan
untukmenghindarinya.

6. Dalam hal keadaan dimana ijin tertulis dari atasan tidak
memungkinkan untuk

dapat diperoleh pada saat kejadian, maka Duta BPJS Kesehatan
wajib
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membuat laporan beserta penjelasan mengenai kronologis kejadian
dalamwaktu satu kali 24 jam setelah kejadian.

7. Perlakuan

Untuk Pemberian Gratifikasi yang Diperbolehkan tidak ada
kewajiban pelaporankepada Komite Etika, kecuali dinyatakan lain
dalam pedoman ini.


	
5/19/2018 KODE ETIK BPJS KESEHATAN.pdf

41/51

Kode Etik BPJS Kesehatan

BAB IV

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Komite EtikaDalam rangka membantu Direksi untuk peningkatan
efektivitas internalisasi nilaiorganisasi, koordinasi, monitoring
dan evaluasi implementasi dari Kode Etik dibentukKomite Etika.

Komite Etika dibentuk untuk menjamin bahwa kebijakan dan
ketentuan organisasidijalankan secara efektif untuk mewujudkan tata
kelola yang baik dan memitigasirisiko hukum dan reputasi
Organisasi.

Komite Etika bertanggungjawab untuk :

a. Melaksanakan penelaahan dan kajian terhadap laporan
penerimaangratifikasi dari Duta BPJS Kesehatan melalui Sekretariat
Komite Etika.

b. Melakukan perancangan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan
danpedoman penanganan gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan

c. Melaksanakan koordinasi dengan KPK terkait pelaporan dan
penanganangratifikasi serta pelaksanaan program pencegahan dan
pengendaliangratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan.

B. Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

1. Kecuali ditentukan lain dalam Pedoman ini, selambat-lambatnya
dalam waktu 5(lima) hari kerja, Duta BPJS Kesehatan penerima
Gratifikasi wajibmenyampaikan laporan kepada Komite Etika yang
ditembuskan kepada atasanlangsung.

2. Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, terhadap
kondisipenerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan, menyampaikan
laporan Gratifikasikepada KPK melalui Komite Etika.

3. Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan menggunakan form
sebagaimanaLampiran Pedoman ini.

C. Penanganan Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi disampaikan kepada Komite Etik, dengan
mekanisme sebagai

berikut:

1. Duta BPJS Kesehatan yang menerima Gratifikasi wajib
melaporkannya kepadaKomite Etika cq Sekretariat, dengan tembusan
kepada atasan langsungnya,selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal penerimaanGratifikasi dengan mengisi form
Pelaporan Gratifikasi, Pengiriman PelaporanGratifikasi dapat
dilakukan secara langsung maupun melalui e-mail, atau dalamkeadaan
tertentu pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalamPedoman
ini.

2. Sekretariat Komite Etika melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumenpelaporan selambat-lambatnya dalam waktu 3
(tiga) hari kerja sejak tanggalditerimanya laporan.
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3. Setelah dokumen lengkap, Sekretariat Komite Etika akan
melakukan telaahawal dengan mengisi daftar periksa berdasarkan data
laporan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

4. Hasil telaah tersebut dapat berupa:

a. Diperlukan analisis pemanfaatan terkait dengan etika dalam
instansi.

b. Penerusan Laporan ke KPK.

5. Penerusan laporan ke KPK dilakukan pada setiap hari kerja
pertama setiap 6(enam) bulan secara batching dengan menyertakan
semua dokumen terkaityang ada, untuk mendapatkan status kepemilikan
gratifikasi. Simpulan tersebutberupa:a. Keputusan gratifikasi
menjadi milik negara.b. Keputusan gratifikasi menjadi milik
penerima/pelapor.

6. Jika hasil dari Komite Etika, dinyatakan bahwa laporan dapat
ditangani sesuaidengan etika dalam instansi, maka Komite Etika
melakukan analisispemanfaatan. Analisa pemanfaatan akan dilakukan
dalam waktu 2 (dua) hari

kerja. Output dari proses ini adalah rekomendasi pemanfaatan
yang dapatberupa:a. Gratifikasi dikembalikan kepada pelaporb.
Pemanfaatan gratifikasi oleh BPJS Kesehatan.c. Dikembalikan kepada
masyarakat.

7. Jika tim Komite Etika tidak mampu menetapkan pemanfaatan
gratifikasi, makalaporan gratifikasi akan disampaikan kepada
Direktur Utama untukmendapatkan Rekomendasi Pemanfaatannya.

8. Rekomendasi Pemanfaatan dilakukan dalam 7 (tujuh) hari kerja
dengan acuan:

a. Ditetapkan sebagai hak Penerima Gratifikasi, dalam hal ini
pemberian

Gratifikasi akan dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi.b.
Ditetapkan sebagai bukan menjadi Penerima Gratifikasi, dalam hal
ini:

1) Komite Etika akan menyampaikannya ke KPK.

2) Komite Etika akan menyimpan gratifikasi tersebut untuk
dimanfaatkanuntuk kepentingan BPJS Kesehatan.

3) Komite Etika akan mendistribusikan kepada pihak yang
berwenanguntuk menerima, seperti penyampaian gratifikasi berbentuk
makanankepada panti asuhan, rumah jompo, panti sosial dan
lainnya.

4) Komite Etika meminta kepada Penerima Gratifikasi untuk

menyumbangkan kepada pihak yang berwenang untuk
menerima.Pemberian tersebut wajib untuk didokumentasikan. Untuk
selanjutnyabukti dokumentasi tersebut disampaikan kepada Komite
Etika.

c. Pemanfaatan untuk kepentingan BPJS Kesehatan dilakukan dalam
bentukantara lain:1) Sebagai hiasan/pajangan di tempat yang
ditentukan;2) Dimanfaatkan untuk keperluan pelaksanaan
tugas/pekerjaan;3) Diberikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai bagian dari

program tanggung jawab sosial organisasi;4) Dilelang kepada Duta
BPJS Kesehatan yang kemudian hasilnya

disumbangkan kepada masyarakat atau pembiayaan
programlainnya.

5) Bentuk pemanfaatan lain yang sah.
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9. Laporan Rekapitulasi Penanganan Gratifikasi akan dikirimkan
ke KPK setiap 6(enam) bulan. Laporan Rekapitulasi Penanganan
Gratifikasi tersebut akanmenjadi masukan bagi KPK dalam
melaksanakan kajian awal terhadappenentuan penanganan Gratifikasi
di BPJS Kesehatan untuk memastikanapakah ada keputusan dari BPJS
Kesehatan yang kurang tepat. Hal inibertujuan untuk memitigasi
risiko salah analisa yang mungkin dilakukan olehKomite Etika.
Apabila terjadi kesalahan, maka proses pemanfaatan akan dibatalkan
dan keputusan pemanfaatan oleh Komite Etika dianulir oleh KPK.

10. Keputusan dari Komite Gratifikasi dapat menjadi acuan atau
yurisprudensiterhadap permasalahan yang sejenis.

D. Pelaporan Pelanggaran

1. Apabila Duta BPJS Kesehatan atau pihak lain (Mitra Kerja,
Pemasok, Peserta,Masyarakat), mengetahui adanya penerimaan
gratifikasi oleh Duta BPJS

Kesehatan dan atau penerimaan gratifikasi yang penanganannya
dilakukantidak sesuai dengan pedoman ini, agar melaporkan hal
tersebut denganmenggunakan mekanisme Pelaporan Pelanggaran.

2. BPJS Kesehatan akan menjamin kerahasiaan data pelapor
yangmenyampaikan terjadinya penerimaan gratifikasi oleh pimpinan
atau pegawaiBPJS Kesehatan.

3. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan
menyelesaikan setiaplaporan pelanggaran dalam waktu sesegara
mungkin.
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LAMPIRAN 3.

PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE
BLOWINGSYSTEMS)
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I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk menjamin efektifitas implementasi Kode Etik BPJS
Kesehatan, diperlukan

partisipasi dari semua pihak. Termasuk dalam fungsi pengawasan,
baikpengawasan oleh diri sendiri, pengawasan antar Duta BPJS
Kesehatan sertapengawasan dari para stakeholders.

Dalam pelaksanaan implementasi Kode Etik, tidak terlepas dari
risikopelanggaran oleh para Duta BPJS Kesehatan baik yang disengaja
maupuntidak. Selain itu dalam interaksi dengan para stakeholders
terdapat pula risikofriksi antara Duta BPJS Kesehatan dengan para
stakeholders. Perselisihan

tersebut jika tidak segera diselesaikan dapat mengganggu
hubungan kerjasamaserta dapat merusak reputasi BPJS Kesehatan.

Untuk itu diperlukan suatu mekanisme saluran penyampaian
mengenai

permasalahan pelanggaran kode etik, yang menjadi sarana untuk
menjaringinformasi hasil pengawasan dari semua pihak dan keluhan
mengenai perilakuduta BPJS Kesehatan.

Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (whistle
blowing)adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi
pelapor untukmenyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan
pelanggaran yangdilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan.

Informasi yang diperoleh dari mekanisme
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